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Berbicara tentang prinsip- prinsip Hukum
Kontrak dalamn konteks Cross Border Transackions

haknya berasal dari negara-negara dengan tradisi
hukum yang berbeda. Tulisan ini hanya akan
membahas salah satu prinsip Hukum Kontrak
vang paling utama dan berlaku secara umum

pada hakekatinya berbicara prinsip Hukom Kon-
trak yang dikenal dalam hubungan kontraktual
antara dua pihak dengan latar belakang sistem
hukum yang berbeda-beda. Hal ita dapat dipa-
hamimengingat transaksi antara pthak-pihak dari
negara yang berbeda biasanya akan melibatkan
sistem hukum yang berbeda pula, bergantung
pada negara dari mana para pihaknya berasal.
Perbedaan itu akan sangat terasa bila para pi-

pada hampir semua negara-negara di dunia,
yaitu: freedom of coniract. Adapun anak kalimat:
antara norma dan fakta menunjukian bahwa ka-
jian dalam tulisan ini fidak hanya membahas dari
sisi normatif, namun juga akan melihat dari sisi
fakiual yang sering terjadi dalam kaitannya den-
gan implementasi Hukum Kontrak dalam dunia
praksis. Entah apakah ini yang disebut socio-legal
studies atau critical-legal studies, terserah kepada
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" pembaca untuk menamakannya.
“Mudah-mudahan tulisan ini berguna juga
- dalam rangka memahami kontrak bisnis yang
“dibuat oleh pihak-pihak di Indonesia dengan

J& -fakta seringkali tak berjalan selrmg

Freedam of Contract: antara prinsip dan
nmp%ementasn

Salah satu prmsxp umum yang paling populer
.--ﬁdalam Hukum Kontrak adalah ,asas kebebasan
‘berkonirak%atau dalam bahasa lain dikenal
sebagai ,freedom of contract%oPrinsip ini berlaku
tidak saja dalam tradisi hukum Civil Law, namun
juga dalam tradisi Anglo Saxon. Basis utamanya
adalah ajaran Hukum Alam yang mengajarkan
bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam
menentukan kehendaknya sendiri. Dengan basis
tersebut, Atiyah mengungkapkan bahwa: , free-
dom of contract began by beeing freedom to deal with
property by contract%s Dengan kata lain, kehendak
bebas manusia dalam hubungannya dengan harta
kekayaan, antara lain diwujudkan dalam ben-
tuk contract. Itu sebabnya dalam sistem hukum
perdata Belanda, contract (verbindtenissen die uit
contract) dimasukkan dalam kelompok , hukum
harta kekayaan%gvermogensrecht).

Persetujuan atau kesepakatan (agreement atau
mutual assent) adalah bentuk (perwujudan) dari
prinsip kebebasan para pihak dalam mewujudkan
niatnya mengadakan hubungan bisnis. Dikatakan

pihak yang hendak mengadakan hubungan
bisnis terlebih dahulu menyetujui (berdasarkan
kehendak bebasnya) tentang hal-hal yang telah
dibicarakan sebelumnya dalam proses negosiasi.
Figureberikut adalah gambaran tentang terjadinya
kesepakatan (agreement) dalam kontrak.

Prelzmmary negotiations

plhak-pzhak dari juar, bahwa antara norma ¢ dan N

..ada persetujuan atau kesepakatan apabila para ..

sistem hukum perdata Indonesia, yang dladcpm
dari hukum perdata Belanda, dikatakan ada ke-
sepakatan berdasarkan kehendak bebas, apabila
terpenuhi 3 (tiga) persyaratan, yaitu: (1) kesepaka-
tan itu dibuat tanpa adanya unsur kekhilafan;

(2) kesepakatan dibuat tanpa unsur paksaan;

(3) kesepakatan dibuat tanpa unsur penipuan.
Artinya, walaupun mungkin kedua belah pihak
sudah menyatakan persetujuannya atas ‘hal-hat
yang diperjanjikan, tetapi bilamana persetujuan
itu diberikan karena ada informasi yang tidak
benar tentang objek perjanjian, atau ada tindakan
paksaan (baik fisik maupun mental) daﬁ*-: alah
satu pithak untuk membuat persetujuan, maka
persetujuan itttharus dianggap cacat. Artmya wa-
laupun ada pernyataan setuju, tetapi Sesungguh-
nyatidak ada kehendak bebas untuk menyetujui.
Jika salah satu pthak mengetahm bahwa ia sedang
ditipu, maka niscaya ia tidak akan memberikan
persetujuan. Dalam hal ada unsur paksaan, maka
bila ia tidak dipaksa sesungguhnya ia tidak akan
memberikan persetujuan. Simpulannya, kehendak
bebas dianggap tidak ada jika ada ketiga unsur
tersebut di atas.

Dalam sistem Anglo Saxon juga dikenal ketiga
unsur tersebut, yaitu: duress,® mistake,* dan fraud ?
Jika ketiga unsur fersebut terjadi dalam sebuah
pembentukan kontrak, maka dapat dikatakan
tidak ada free will atau freedom to contract.

Persoalannya adalah, bahwa dalam aspek
praksis, seringkali paksaan yang dimaksud tidak
sepenuhnya cocok dengan doktrin tentang makna

" paksaan%itu sendiri- Sebagai contoh, dalami'du-

nia praksis, keterpaksaan dapat muncul karena
adanya faktor dominasi dari salah satu pihak, atau
sebaliknya ada unsur inferioritas dari pihak lain-
nya. Celakanya, dalam konteks normatif, unsur
dominasi atau inferioritas itu tidak menjadi per-
soatan. Doktrin normatif membuat asumsi bahwa
orang yang mengadakan perjanjian berada dalam
posisi seimbang {dalam bargaining position). Kajian

» Offer -
Inquiry regarding terms
Acceptance

Pada tahap acceptance, para pihak menyatakan
persetujuannya, baik secara tegas (expressed)
maupun secara fidak langsung dalam bentuk
tindakan (implied) tentang hal-hal yang ditawar-
kan pada tahap negosiasi. Secara normatif dalam

normatif mengeluarkan unsur bargaining position
{(power) dari unsur persyaratan hukum. Padahal
unsur ini secara sosiologis memegang peranan
penting dalam bargain.

Orang dengan posisi dominan cenderung
memaksakan kehendaknya. Apabila itu terjadi
dalam konteks business coniract, maka akibatnya
adalah munculnya klausula yang timpang dalam
hak dan kewajiban di antara para pihak. Orang
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- hukum dengan enteng akan menyatakan fake
- it or leave it (kalau Anda tidak setuju, ya jangan
 disetujui). Namun sesungguhnya persoalannya
. lebih kompleks dari sekedar ungkapan tak ber-
_‘tanggung jawab itu. Seorang calon debitor yang

- sedang sangat membutuhkan kredit, cenderung

" menerima apa saja yang ditetapkan oleh calon
* kreditor: Seorang Pencipta lagu baru yang sedang
- membu’cu}d‘:an popularitas cenderung menerima

" apa saja yang dikehendaki produser atau artis.
: ';-.'-Seorang pembeli rumah yang sedang sangat

embutuhkam tempat tinggal akan menerima
. sa}a apayang clikehendaki Bank yang membiayai
~ pembelian rumah tersebut.

- Contoh-corntoh di atas menunjukkan bahwa ti-
dak jarang terjadi kesenjangan antara norma yang
objektif (bebas dari pengaruh dominasi), dengan
kenyataan yang dihadapi subjek atau pengguna
darinorma yang bersangkutan. Idealnya, hukum
harus memberikan solusi yang adil bagi kedua
belah pihak yang terlibat dalam suatu business
‘contract, namun pada kenyataannya yang terjadi
adalah ketimpangan dalam hak dan kewajiban
sebagai akibat faktor non-hukum sebagaimana
halnya dalam persoalan dominasi atau power
tersebut. Itu berarti bahwa prinsip kebebasan
berkonirak yang berlaku universal terniyata dalam
aspek praksisnya masih menyisakan persoalan,
terutama sebagai akibat bahwa pelaksanaan hu-
kumitusecara faktual tidak streril dari faktor-fak-
tor non hukum sebagaimana contoh di atas.

- Salah satu persoalan berkenaan dengan imple-
.mentasi-dokirin kebebasan berkontrak adalah
berkenaan dengan posisi small business enterprise
ketika harus berhadapan dengan large corporate
entities. Pada umumnya, posisi small business
enterprise kurang menguntungkan bilamana ha-
rus berhadapan dengan large corporation. Dalam
kajian Blake D. Morant terungkap bahwa banyak
hambatan yang dihadapi perusahaan kecil ketika
harusberhadapan dengan perusahaan besar.® Wa-

ARTIKEL UTAMA'

goods and services. %eAnother 35% felt thai contraci-
g difficulties varied, depending upon the vendor with
which they negotinted. None of the respondents stated
that they were at an advantage in contract negotza—.,
tions. i
Persoalan tentang implementasi dokirin free_—_;;
dom of contract juga muncul dalam konteks kon-
trak baku, atau yang juga sering disebut sebagai -
kontrak standard. Dalam model ind, klausula yang
akan diperjanjikan sudah ditulis terlebih dahulu
dalam bentuk standard atau baku. Conioh yang:
paling konkrit adalah kontrak yang tertuang..
dalam polis asuransi. Mo Zhang menyatakan.
bahwa kontrak baku semacam ini sebenarnya bu-
kanlah kontrak yang dihasilkan dari suatu proses
tawar menawar.” Dengan demikian, secara faktual
tidak ada freedom to contract dari salah satu pihak
yang mengadakan perjanjian yang bersangkutan.
Seorang calon tertanggung dalam asuransi hanya

or leave if. o

Ticdlak salah lagi bahwa munculnya fenomena-
kontrak baku memang berhubungan dengan
faktor non-hukum, bernama , kepraktisan%dan
»~dominasi%oeAtas nama kepraktisan, berbagai.
perusahaan yang melayani jasa tertentu, seperti
asuransi dan bank atau lembaga pembiayaan
lainnya cenderung menciptakan draft kontrak
berisi semua klausula yang aman bagi dirinya
sendiri. Draft kontrak itu yang kemudian
ditawarkan kepada calon client untuk disetujui.
Hampir tidak ada kemungkinan untuk menghapus
atau mengubah apa yang sudah dituliskan.di. .
dalam draft tersebut. Perubahan biasanya hanya
dilakukan dalam kolom yang memang disediakan
kosong untuk diisi pihak-pihak tertentu.

Aspek praktis itu hanya mungkin diwujudkan
bilamana perusahaan itu mempunyai kekuatan
yang dominan. Pada umumnya kekuatan domi-
nan itu muncul dalam konteks the most character-
istic performance. Artinya, perusahaan-perusahaan

taupun dalam dokirin freedom of contract keduanya
mempunyai hak dan kebebasan yang sama untuk
masuk ke dalam hubungan kontraktual, tapi
perbedaan posisi justru akan sangat menentukan
hasil dari proses bargaining berkenaan dengan hak
dan kewajiban yang akan diperjanjikan. Morant
mengungkaplkan kondisi sebagat berikut:

Forty percent of the respondents believed that they
were ,at a disacdlvantage in negotinating contracts for

yang melayani jasa dengan karakteristik tertentu
seperti bank, asuransi, pengangkutan, dan lain-
lainnya, yang biasanya memanfaatkan kontrak
baku untuk mempermudah |, bargaining%dalam
rangka pelayanan jasa yang dimaksud. Adalah
tidak prakiis jika setiap kali hendak menutup per-
tanggungan, setiap kali pula perusahaan asuransi
harus membuat polis yang diperjanjikan terlebih
dahulu dengan tertanggung. Bahkan besarnya
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premi pun blasanya sudah ditetapkan persen—

= " ‘tasenya, sehingga calon tertanggung hanya bisa
- bersikap fake it or leave it. Akan tetapi kenyataan-
- nya, kontrak bentuk inilah yang ]usf:ru semahn

| 'berkembang saa’clm8 - :
oo Dalam transaksx dengan konsumen
' perusahaan—perusahaan dengan characteristic

. " performarice seperti bank, asuransi, pengangkutan, B
S .-_dan'-lam—lamnya, pada umumnya akan tercipta

heist yang timpang. Hal ini dapat terjadi

: ':: _.karena konsumen bxasanya berada pada posisi
" yang lemah ketika berhada?an dengan supplier

' jasa. Konsumen tidak melakukan prestasi yang

o ‘karakteristik sebagaimana supplier jasa. Oleh

karenanya, supplier ]asa pada wmumnya dapat
‘memanfaatkan posisinya yang dominan dalam
prestasi ketika memperjanjikan komposisi hak
dan kewajiban. Konsumen yang tidak memiliki
prestasi karakteristik memang kemudian hanya
..dapat menerima saja apa yang ditetapkan
oleh supplier jasa. Jika ia tidak menerima maka
ia tidak akan memperoleh layanan jasa yang
sedang dibutuhkannya. Dengan demikian, pada
hakekatnya konsumen tidak dalam posisi untuk
- mengekspresikan kehendak bebasnya karena ia
tidak punya pilihan kecuali menerima.

Sebagai contoh adalah konsumen jasa ang-
kutan udara. Penumpang (konsumen) tidak
punya pilihan kecuali mengikuti saja apa yang
ditetapkan oleh girline company. Konsumen hanya
tinggal membayar harga layanan jasa angkutan,
selanjuinya girline yang akan meneniukan seluruh

-klausula-perjanjian angkutan tersebut.-Anehnya; - -

dalam ranah Hukum Kontrak yang normatif,
situasi ini tetap dikatakan ada kehendak bebas
(freedom to contract) dari calon penumpang, wa-
laupun secara faktual konsumen sama sekali tidak
menmiliki posisi tawar terhadap perusahaan airline
tersebut. Take it or leave it. Anda suka, silahkan
naik; tidak suka, silahkan minggir.

Dalam konteks ini pula prinsip iktikad baik

- internasional, seperti ‘dalam contoh pengang-

coniract. Artinya, freedom of contract yang mengede-
pankan kebebasan individu untuk berkehendak
tetap harus dilandaskan pada adanya iktikad bmk
(good faith) dari para pelaku dalam kontrak ang
bersangkutaﬁ Halini tercermin antara lain dalam
prinsip utmost good faith dalam dokirin asty ransi.

- Dalam melakukan transaksi asuransi para
p1hal< harus mengutamakan iktikad balk dalam
bargaining. Apalagl dalam transaksi a

kutan barang, para pihak tidak saling bertemu
untuk melakukan negosiasi berkenaan dengan
transaksi pertanggungan yang dimaksud. Calon
tertanggung hanya diwajibkan memberikan infor-
masi selengkap-lengkapnya (dengan ikiikad baik)
tentang kondisi objek yang dipertanggungkan.
Dalam hukum Prancis masalah ini dikenal seb-
agai duty of disclosure." Bahkan kewajiban untuk
mengemukakan informasi terkait dengan objek
transaksi tidak saja diwajibkan dalam konteks
asuransi, tetapi harus dilakukan pula pada hamplr
semua transaksi.’?

Sayangnya, prinsip utmost good faith dalam
prakteknya hanya dibebankan kepada calon ter-
tanggung. Calon penanggung sendiri tidak diper-
syaratkan dengan tegas untuk bersikap terbuka
dengan landasan ikiikadi baik. Inilah yang oleh
Ebke digambarkan bahwa good faith telah membuat
kabur hubungan kontraktual antara pihak-pihak
yang terikat kontrak. Good faith tidak diterapkan
secara adil dan seimbang, namun tetap berpihak
kepada pihak yang memiliki prestasi yang khu-
sus itu (characieristic performance). Demikian-pula
hainya dalam transaksi perbankan. Calon debi-
tor biasanya diminta untuk membuka informasi
selengkapnya tentang dirinya atau perusahaan-
nya. Sebaliknya Bank tidak pernah memberikan
informasi tentang tingkat kesehatannya kepada
calon nasabah.

Dari urian singkat di atas menampakkan bah-
wa dokirin hukum kontrak yang bersifat objektif,

idealnya menjadi semacam penyeimbang. Di Jer-
man, pada tahun 1995an dokirin tentang iktikad
baik (good faith atau tren und glauben) bahkan
menjadi topik yang menarik.’ Menurut Ebke &
Steinhauer, salah satu fungsi dari dokirin iktikad
baik adalah sebagai dasar bagi hakim (judiciary)
dalam proses pembentukan hukum melalui pu-
tusan-putusan yang dibuainya.” Pendapat ini
menarik bila dikaitkan dengan dokirin freedom of

pada implementasinya menampakkan kondisi
yang kurang ideal. Hukum kontrak yang seha-
rusnya bersifat adil dan egaliter, pada pelaksa-
naannya dipengaruli oleh faktor-fakior subjektif,
seperti posisi dominan dari para pihaknya. Siapa
yang memiliki posisi dominan cenderung mampu
memaksakan kehendaknya dalam hak dan kewa-
jiban tanpa harus menabrak persyaratan ,tidak
ada paksaan%éduress) dalam arti normatif.
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Freed@m @ﬁ” Coniract dalam Cross Bordsr
5 ?“raﬁsammm

; “Situasid emjkian terjadi pula dalam cross border
- transaction. Pada era sekarang, transaksi antar-
- negara sancvai: mudah dilakukan melalui media
_internet. Padahai transaksi jenis in &,esmwgulmya
-}cui«.up berbahaya bagi konsumen.” Dalam pre-
‘contract, biasanya konsumen akan ditanyakan
‘perbagai informasi penting, bahkan mungkin
1ﬁahabla, sebfagaimana informasi tentang Bank
“ - Account, dan sebagainya. Konsumen tidak
~memiliki pilihan untuk tidak mengungkap
- informasi yang dimintakan oleh supplier. Jika ia
- :ti_d__ak membuatisian yang disediakan pada screern
komputer, maka kontrak biasanya tidak akan
terjadi, karena supplier tidak akan melanjutkan
pelayanannya.

:Dalam situasi itu, konsumen benar-benar
berada dalam posisi sulit. Jika ia fidak mau
memberikan informasi yang diminta, maka ia
fidak akan dapat membeli yang diinginkan.
Misalnya saja seseorang ingin membeli tiket
pesawat terbang untutk suatu perjalanan bisnis.
Pada jenis kontrak ini, doktrin freedon of contract
sebenarnya telah mati surl. Walaupun ungkapan
take it or leave it (sebagai senjata ampuh kaum
normatif) dapat dikemukakan, namun secara
faktual sesungguhnya tidak ada kebebasan atau
pilihan pada sisi konswmen. Sebaliknya, supplier
atau seller tidak dibebani kewajiban apapun
kepada konsmnen unituk membuka informasi

- Posist lemafin konsumen masih ditambah lagi
dengan karakteristik online sales of goods, vang
biasanya menggunakan bentuk kontrak standard.
Dalam bentuk kontrak ini, kiausula tentang hak
dan kewajiban sepenuhnya ditetapkan oleh
supplier atau seller. Konsumen tidak mempunyat
kesempatan untuk sefuju atau tidak setuju.
Termasuk klavnisula fika seller cidera janii atau

ARTHCEL LTAW

sudah melakukan pembayaran dengan memﬁ—tf zck
tombol vang ditetapkan,

Dalam jenis kontrak ini biasanva tidak ada :
choice of law. Atau kalaupun ada, hukum ya:gé.' :
dipilih sepenuhinya ditetapkan oleh seller. Dajlam
hal tidak ada choice of law, moerwirut dokisin the most
characteristic performance, hukum vang berlaki
adalah hulkum negara si penjual, yaitu hukum
yang tidak dikenal oleh pembeli. Masalah bag
pembeli masih ditambah dengan persoalan fom;
mana yang berwenang memeu}:\sa perkaranya?
Katakanlah, pembeli menggugat melalui Penga- -
dilan Negeri Jakarta Pusat, bagaimana Pengadi-
lan akan menyelesaikan pekerjaannya dengan’
menggunakan hukum penjual (misalnya hukum
Inggris)? Prosedur bagaimana yang akan dilaky-
kan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bila
tergugatnya tidak pernah datang ke Indonesia?
Katakanlah Pengadilan memutuskan memenang-
kan penggugat karena tergugat tidak pernah -
datang ke Indonesia untuk menghadiri sidang,
talubagaimana memaksa tergugat melaksanakan
putusan Pengadilan? Kiranya masih banyalk
deretan persoalan vang muncul akibat cross border
transaction yang melibatkan media interniet. [hulah
sebabnya Daniel D. Barnhizer menyatakan balvwa
online consumer contract adalah sangat berbahava
bagi konswmen.

Pentingnya perlindungan yang lemah dalam
cross porder transaction

Persoalan adanya kesenjangan antara norma’
dan fakta dalam kontrak muncul ketika disadari
bahwa ajaran hukun tentang doktrin freedom of
contract, ternyata menimbulkan banyak masalah
dalam ranah praksis. Problematika freedom of
contract memang diungkapkan oleh mereka vang
melihat hukum dari kacamata sosiologis. Hulum
dilihat dari luar dirinya.

Sehagaimana diketahui bahwa dalam ranal

bahkan tidak melaksanakan kewajibannya sama
sekali, Misalnva, dalam transaksi cress border ini
seseorang di Indonesia ingin membeli beberapa
bulwu secara online dari seller vang berdomisili
di Inggris, atau Prancis. Apa vang terjadi jika
buku yang suclah dibeli fidak dikirim atau salah
terkirim buku yang berbeda? Padahal pembeli
sudah memberikan informasi tentang kartu
kredit, alamat, dan sebagainya. Pam’he]; juga

hukum perdata (private lnw), khususnya hukum
kontrak, undang-undang menempatkan kehendak
bebas para pihak dalam posisi vang tinggi. Ia
{kontrak) bahkan oleh Lmdang—t,mdcﬂg dinyatakan
juga sebagai undang-undang. Bukankah Pasal
1338 BW dengan tegas menyatakan bahwa:
“perjanjian vang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”?
Artinya, apapun vang ditetapkan oleh pera m;} ak
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"'.':.déi'aiﬁ' hubﬁridaﬁ koniraktual adalah mempakan
‘hukum bagi para pihak ita sendiri. Prinsip ini juga

";memihkl basis filsafatniya berupa frasa pacm st

'-_-_serumzfla ]’mjl harus ditepati.

" Dalam ranah hukum internasional, khususnya
: iiberkenaaﬂ dengan cross border iransaction, prinsip
.. inijuga diadopsi. Salah satu prinsip yang terkenal
-adalah choice of law sebagai salah satu bentuk ke-
_hendak bebas para plhaia yang berkontrak. Prinsip
ini: munml dalam hal terjadi conﬂzcr of law, yaitu
: berupa pertanyaan ‘hukum negara mana yang
“harus diberlakukan ketika terjadi dispute antara
‘dua pihak dari negara yang berbeda. Memang ada
" b'eber'épa pilihan bagi hakim dalam mengaplikasi-
‘kan prinsip choice of law Namun tetap saja prinsip
it hanya relevan bila terjadi dispute antara para
pihak yang terlibat dalam hubungan kontrakiual.
Tanpa dispute, choice of law kehilangan makna. Ini
adalah roh hukuni perdata yang menempatkan
‘prinsip sukareln dalam hubungan sesama pribadi
pada posisi yang utama. Bukankah dalarn hukom
perdata hukum bara turun tangan ketika terjadi
sengketa perdata?

Sebenarnya ada yang lebih penting dari choice
of law dalam konteks cross border transaction, yaitu
bagaimana melindungi posisi yang lemah ketika
terjadi hubungan kontraktual antara dua pihak
yang terpisah dalam batas-batas negara. Mengapa
lebih penting?

Dalam crogs border transaction, terutama dalam
consumer contract, biasanya konsumen tidak mem-
punyai posisi untuk menentukan terns of condition

“darihubungan kontraktaal mereka dengan suppli-

er atau seller. Seluruh ketentuan dalam hubungan
kontrak itu sepenuhnya ditentukan oleh supplier.
Jike di dalam tahap preliminary contract biasanya
difakukan tawar menawar berkenaan dengan
janjidjanii dari tiap pihak, maka dalam cross border
consuner contract, konsumen hanya tinggal me-
milih fake it or leave if. Kondist ini di Eropa sudah

mendanatian I@sﬂr}; atian

berhubungan dengan masalah sistem pembayaran
saat ini serakin tidak jelas. Padahal setiap individu
sesungguhnya berhak atas perlindungan terhadap
pembayaran yang dilakukan secara elekironik,

vaitu: (1) the right to stop payment on a ChedL or
fo reverse q c:ed;f card expense protected consumers
against the risk of Zml/mo defective merc*handzse (2)
error resolution provisions pratected consumers agamsf
bank errors.” Geott bahkan menegaskan ‘hahwa
perlindungan konsumen berkenaan dengan
pembayaran secara elekironik sungguh tidak
efektif. g

Dalam contoh pembelian buku secara'bﬁline
seperti tersebut di atas, seorang pembeli - yang
sudah meng-click tombol perintah pembayaran, ia
sudah tidak dapat mengkontrol lagi ke mana arah
uang yang disebutkan jurnlahnya dalam transakst
elektronik. Jika ia salah melakukan pembayaran
ke alamat lain (hanya karenasalah meng-click satu
tombol angka, akan sulit baginya untuk menarik
kembali perintah eksekusi yang telah dilakukan-
rya. Demikian pula halnva jika terjadi bahwa
barang yang dipesan tidak kunjung datang atau
daianw g tetapi tidak sesual dengan pesanan, ia sulit
untuk menarik kembali pembayaran yang telah
dilakukarmya.

Memang ada banyak manfaat yang dapat di-
lakukan dengan melakukan transaksi elektronik,
terutama dalam konteks cross border transaction.
Pembayaram dapat dilakukan dengan cepat, bah-
kan mungkin dalam hitungan detik. Pembayaran
dapat dﬂakukaﬁl tanpa ierkendaif-s oleh jarak atau
bahikan batas-batas antar négara. Pembayaran juga
dapat dilakukan dengan mudah, bahkan dapat
dilakukan dari kamar tiduy masing-masing. Na-
mun meningkainya manfaat itu juga diimbangi
den p'a'n meningkatnya risiko yang semakin tinggi
pula. Sayangnya pemnw}\atan risiko itu belum
sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindun-
gan hukum vang n kmaéal
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Dalam konteks ini, persoalan perlindungan
konsumen menjadi issue yang signifikan berkenaan
dengan cross border transaction, terutama vang
mﬁnﬁgu;ml\an media internet. Hal Scott dari
Harvard Law School mengungkapkan hal ini
dalam sebuah catatannya tentang Consumer
Potection And Payment Systemis: Regulutory
Policy for the Technological Era. Dikatakannya
bahwa perlindungan konsumen, terutama vang

Indonesia masih bergelut dengaa perlindungan
konsumen terhadap p rodul, khususnva barang,

vang cacat. [tupun masih belum dilenghkapi dengan
strict liabilit y systeim yang menjadi roh perlindungan
konsumen. Undang-undang perlindungan
konsumen belum menventuh perlindungan

v 1 [at}

terhadap pembayaran yang dilakitkan secara salah
atau error dalam sistermn perbankannya itu sendiri.
ni akarn berdampak pada cross border transaction
ini akan e :

i1
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: termasuk yang di dalamnya terdapat choice of
law hukum Indonesia. Walaupun di Indonesia
';-telah dlbeﬂakukan undang-undang tentang
~transaksi -elek tronik, namun apakah undang-
. _'unda.ng ita telah cukup melindungi konsumen

Cyang melakukan pembayaran ke Iuar negeri dan
mendapat ‘masalah dengan pihak di luar negeri?
- Apakah undang-undang transaksi elekironik
telah memiliki semacam Elecironic Funds Transfer
Act (BFTA) seperti yang diberlakukan di USA?%
Barangkah satu-satunya jalan bagi konsumen
untuk mehndumgl dirinya dalam melakukan cross
" border transation adalah dengan mengandalkan
: -_konvenﬂ-kgnven& atau trakiat terkait. Adakah
konvensi-konvensi internasional yang menjangkau
-_Hak—hak konsumen dalam cross border consumer
contract? Mungkin menarik untuk mencermati
diskusi antara perwakilan konsumen dan industri
di Amerika dalam rangka penyusunan draft The
Uniform New.Payment Code Solutions (UNPC)Y
Penulis memang belum dapat mengakses UNPC,
apakah sudah berhasil disepakati menjadi Act atau
belum, namun ada beberapa hal menarik dalam
draft tersebut, yaitu: (1) problems of reversibility,
(2) ervor vesolution, and (3) disclosure in light of the
Bdentical consequencesbprinciple. Jika ketiga hal ini
dapat disepaka i, dan bahkan kemudian dianglkat
menjadi kesepakatan antar negara, maka mungkin
saja dapat memberikan harapan bagi konsumen
akan adanya perlindungan dalam cross border
electronic transaction.®

e ukum-Hontrak: antara norma dan fakta

‘Tulisan ini memang tidak berniat membang-
kitkankembali wacana tentang ,.kematian kontrak%o
sebagaimana pernah diungkap oleh Grant Gilmo-
re puluhan talwun yang lalu.” Tulisan ind hanya
satu upaya kecil untuk menarik minat para
pengamat hukum bahwa antara gagasan ideal
yang tercermin dalam prinsip freedom of contract
dengan implementasinya dalam ranah praksis
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yang menguntungkan dirinya saja. Beberapa
contoh dalam consusmer contract telah denganjelas &

membukiikan kebenaran pernyataan tersebut.

Idealisme tentang freedom of contract membui- -
tuhkan syarat keseimbangan bargaining power. . .
Dengan demikian asumsi dasar dari freedom’ of
contract adalah adanya kebebasan yang sejati yang
sifatnya sangat normatif. Dalam ranah praksis, -
kebebasan sejati itu hampir tidak mungkin ada.
Banyak fakior ikut bekerja ketika prinsip freedom
of contract itu diaplikasikan dalam dunia praktis.

Dalam konteks itulah seringkali terdapat kete-
gangan antara kajian normatif dengan kajian em-
pirik, antara aspek normatif dengan aspek faktual:
Jika hukum mengarah pada pencapaian keadilan
{justice), maka hukum tidak lagi cukup dipandang
dari sisi normatifnya saja. Tulisan tentang cross
border transaction ini hanya sebuah pintu masuk
untuk lebih memahami bahwa masih banyak per-
soalan yang dihadapi pihak-pihak dalam transaksi
antar negara. Persoalan utamanya berkisar pada
bagaimana memberikan perlindungan kepada
pihak yang posisinya kurang menguntungkan.
Terutama posisi konsumen yang selalu saja pada
posisi yang lemah.

Gilmore dalam The Death of Contract sudah
mengidentifikasi bahwa dalam teori tentang
consideration yang menjadi syarat dalam suatu
kontrak, telah terjadi ketidakadilan. Secara teo-
retis, setiap pihak yang mengikatkan diri dalam
kontrak mengharapkan pertukaran yang seim-
bang atau adil dalam hak dan kewajiban. Namun
pada kenyataannya posisi seimbang itu hampir-
muskil dalam consumer contract. Dengan demikian,
apabila dalam persyaratan consideration terdapat
cacat, maka apakah kontrak itu tetap mengikat?
Sayangnya, freedom of conifract tidak memperma-
salahkan posisi dominan, sehingga konirak yang
tidak seimbang akan berubah menjadi apa yang
disebut unjust envichment. Sadis memang, tapi itu-
lah yang terjadi, sehingga Gilmore merasa perlu

seringkali terdapat kesenjangan yang cukup
serius. Prinsip freedom of contract menjadi sesuatu
yang ideal jika kedua belah pihak berada dalam
posisi yang seirnbang. Sebaliknya, jika bargaining
posiiion tidak seimbang, maka prinsip freedom of
contract menjacii ajang pemaksaan oleh dominant
party kepada lawannya. Pthak yang memiliki
posisi lebih kuat akan cenderung melindungi
diri sendiri dengan membuat ferms of condition

untuk meneriakkan frasa: the death of conitract.
Dalam konteks cross border transaction, disamp-
ing masalah posisi yang tidak seimbang tersebut,
konsumen masih harus menghadapi masalah tam-
bahan berupa hukum yang berlaku (applicable law).
Jika dalam transaksi domestik konsumen sudah
menghadapi masalah dengan posisinya yang infe-
rior, maka dalam transaksi antar negara posisinya
menjadi lebih rumit lagl. International Convention
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sa;a yang szfatnya masih normatif belum mampu
-mengatasi sepenuhnya persoalan ketimpangan

posisi. Ttulah hukum kontrak bila dilihat dari dua
;5_151 ang belbeda norma dan fokia, ***
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